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PEMERINTAH KABUPATEN SITUBoND0

PBRAI'TJRAN DAERAII KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 6 TAHUN 2OO4

I'ENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KBRJA

DINAS PERTANIAN KABUPATEN SITUBONDO

DtrNGAN RAIIMAT'I'UITAN YANG MAITA ESA

BUPATI SITUBONDO,

a. !{y. dengan,ditetapkannya peraturan pemerintah Nomor g Tahun2003 tentang pedoman oiganisasi perangkat ou.rut, maka statuskelembagaan sub Dinas p:ertanian ruriran pui,gun, sub DinasPeternakan, Sub Dinas perkebunan, dan sub Dinas Kehutanan padaDinas pertanian Kabupaten situbondo ,.u1g.ir.r. diatur daraml)cratura, Dacrah Kabupatcn situbondo N,moig ratrun 200r tentangsusunan organisasi dan Tata Kerja Dinas pertanian KabupatenSitubondo ditinjau kembali ;

b' bahwa guna maksud tersebut daram huruf a konsideran ini, dan sebagaipelaksanaan ketentuan pasal 6g ayat (r) undang - udang Nomor 22Tahun l9g9 tentang pemerintahan Daerah, ,J.tu daram rangkaoptimalisasi peraksanaan kewenangan bidang pertanian TanamanPangan, Tanaman Hort_ikurtrura, pJrkeb*un, "dur-kehutanan, 
perrumenetapkan susunan organisasi dan Tu;'Gu 'oiru, 

pertanian
Kabupaten Situbondo dengin suatu peratu.u, ou"iut,

: l. undang-r.Jndang Nomor l2 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah_daerah Kabupaten Daram Lingkungan propinsi-Ju*u ii.u, (LembaranNegara Repubrik Indonesia Tahun tqio Nomor' 19, TambahanI-embaran Negara Repubrik Indonesia No,noi qi juncro peraturan
Pemerintah Nomor 2g Tahun 1972 tentang-n.ruu'uhan Nama danTempat Kedudukan pemerintah Daerah 

" rJuput"n panarukan
(Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun rqi2 ,iomor 3g) ;2' undang-undang Nomor g Tahun rgJ! tentang pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik fnOon.liu Tahun lg74Nomor 55, Tambahan Lembaian Negara n.prurir.rrdonesia Nomor3041) juncro Undang-undang Nomor qi i;r; 1999 rentangPerubahan Aras undang-und;ng Nomor g ruh; rgz+ tentangPokok-pokok Kepega*iian eelmbaran N.guru l"puuril IndonesiaTahun 1999 Nomor 169, Tambahan rern'uaran il.guru Republiklndonesia Nomor 3g90) ;
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lJndang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan
Daerah (l-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor 60,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3839) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah otonom
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Indonesia Nomor 4262);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang
Pengangkatan, Pemindahan, dan pemberhentian pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indcinesia Tahun 2003 NJmor is,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan otonomi Daerah Nomor 2l
Tahun 2001 tentang Teknik penyusunan dan Materi Muatan produk-
produk Hukum Daerah ,

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan otonomi Daerah Nomor 22
Tahun 2001 tentang Bentuk produk-produk Hukum Daerah ;
Keputusan Menteri Dalam Negeri dan otonomi Daerah Nomor 24
Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
10 Kcputusan Mcntcri Dalam Ncgcri Nolnor 130_67 Tahun 2002
tentang peng akuan Kewenangan Kabupaten/Kota lL淋
爾 脚 棚 滋脚 饒僣

Dcngan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITuBoND0

tentang Pedoman
Republik Indonesia

Negara Republik

8.

9

⌒

Menetapkan

MEMUTT]SKAN :

PERATURAN DAERATI KABUPATEN SN'UBONDO TENTANG
STTSUNAN ORGANISAST UAN TATA KERJA DINAS PERTANIANKABUPAI'EN SITUBONDO.

BAB I

KETENTUAN IJMuⅣ I

Pasal i
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2. r)esentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh
I)crnorintalr kcpada Daeralr otonclm dalam rangka Negara Kesatuan
I{epublik lndonesia;

3. Dekonsentrasi adalah pelimpahan ,wewenang dari Pemerintah kepada
Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau perangkat pusat di Daerah ;

4. otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah otonom untuk mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan ;

5. Daerah otonom, selajutnya drsebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan
lnengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan
Republik Indonesia,

6. Bupati adalah Bupati Situbondo;
7. sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo ;8- Dinas Pertanian adalah Dinas pertanian Kabupaten Situbondo ;9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pertanian Kabupaten Situbondo ;
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disingkat uprD, adalah unsur

pelaksana operasional Dinas.

Dengan Peraturan Daerah
Situbondo.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

ini dibentuk Dinas Pertanian Kabupaten

ltAt| ut
KITDUDT]KAN, TUGAS, DAN FT]NGSI

Pasal 3

( I ) Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana pemerintah Kabupaten
di bidang Pertanian ;

(2) Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melilui- SekrEtaris
l)acrah ;

(3) Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugasnya di bidang teknis
administrasi dibina dan dikoordinasikan oleh set<retaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Pertanian mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan
kewenangan di bidang pefianian.

Pasal 5

Dalanr menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksucl dalam pasal 4,
Dinas Perlanian menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian ;
b. Penyusunan program di bidang petanian ;
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c. Pcrnbcrian izin dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang pertanian ;
d. Pembinaan unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup Dinas

Pertanian;

e. Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanan
lugas di bidang pertanian ;

t. Pengelolaan urusan ketatausahaan ;

g. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
h. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari :

a. Kepala Dinas ;

b. Bagian'l'ata Usaha ;

c. Bidang -bidang

d. Sub-sub Bagian;
e. Seksi-seksi;
f. Kelompok Jabatan Fungsional ;

g. Unit Pelaksana Teknis f)inas.

tlagian Tata usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha,
dan Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang masing- masing
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;

l]agan Struktur organisasi Dinas pertanian sebagairnana tercantum
dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Bagian Pertama

I}AGIAN'I'ATA USAIIA

(2)

(3)

Pasal 7

Bagian T'ata usaha mempunyai lugas memberikan pelayanan teknis
administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas
Pcrtanian.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagiaman dimaksud dalam pasal 7, Bagian
Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan dalam, dan
administrasi di lingkungan Dinas pertanian 

;b. Penyusunan rencana kegiatan tahunan Dinas pertanian 
;c. Pelaksanaan urusan keuangan;

d. Pelaksanaan urusan bina program ;
e. Pelaksana urusan kepegawaian;
f. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;
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g. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

(l) Bagian Tata Usaha terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum ;

b. Sub Bagian Perenoanaan.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat
dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Bagian Kedua

BIDANG TANAMAN PANGAN

Pasal l0

Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas
Pertanian di Bidang tanaman pangan.

Pasal I I

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Bidang
Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi :

a. I)claksanaan kcbijakan tcknis bidang pcrtanian tanaman pangan ,
tr. l'cnjabaran pedoman pclaksanaan kegiatan pertanian lanaman pangan ;

c. l)crnllinaan tcrhatlap punranlhatan, penyubarluasan dan pcrlindungan
tananran pangan ;

d. l)cngltiltrngun kcbutuhutt pondutluk Kabupaten tlan pcrhitungan produksi
tanarnan pangan ;

c. I)embimbingan penerapan standart teknis pengaclaan, pengelolaan dan
distribusi produksi tanarnan pangan ;

L l)cmantauan pelaksanaan dan prinsip penelitian dan pengembangan
pcmanfaatan mctode rekayasa teknologi tanaman pangan ;

g Penganalisis dan penanggulangan residu bahan kimia pada komoditi
hasil produksi pertanian tanaman pangan ;

h. Pelaksanaan Penyuluhan, bimbingan teknis dan gerakan peng-
anekaragaman produksi olahan pangan berbasis sumber daya dan
budaya lokal ,

i. Perumusan perencanaan teknis operasional, pengelolaan, pembinaan dan
perijinan bidang pertanian tanaman pangan ;

j Pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha
tani ;

k. l'elaksanaan kegiatan keta{ausahaan ;

l. I)elaprlran hasil pelaksanaan lugas ; .

rn. l'claksanaan tugas dinas lain yang diberikan oreh Kepala Dinas.

Pasal 12 i

( I ) Bidang'fanaman Pangan terdiri dari :

a. Seksi Teknik Tanaman Pangan dan perlindungan Tanaman ;

b. Seksi Pengernbangan dan Bina UsahaTanaman pangan.

，
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(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (r), dipimpin
oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Bidang Tanaman Pangan.

Bagian Ketiga

BIDANG IIORTIKULTURA

Pasal l3

tsidang l-lortikultura mempunyai tugas membantu Kepala Dinas
rnelaksanakan tugas Dinas Pertanian di bidang hortikultura.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Bidang
Hortikultura menyelenggarakan fungsi .

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang hortikultura ;
b. Pembinaan terhadap pemanfaatan dan penyebarluasan tanaman

hortikultura ;

c. Penghitungan kebutuhan penduduk Kabupaten dan perhitungan produksi
hortikultura ;

d. Pembinaan terhadap pemanfaatah dan penyebarluasan tanaman
hortikultura ;

e. Penghiturngan kebutuhan penduduk Kabupaten dan penghitungan
produksi hortikultura ;

l. l'}srnbirnhingan ponerapan standart tcknis
g Psrnantauan pelaksanaan dan prinsip penelitian dan pengembangan

pemanfaatan metode rekayasa teknologi pertanian hortikultura ;

h. Penganalisis dan penanggulangan residu bahan kimia hasil produksi
tanaman hortikultura;

i. Pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan sistem
kewaspadaan pangan dan gizi;

j Pelaksanaan Penyuluhan, bimbingan teknis bidang tanaman hortikultura
yang berbasis sumber daya dan budaya lokal ;

k. Pelaksanaan kegiatan ketaatausahaan ;

l. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;
m. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

(l) Bidang Hortikultura terdiri dari :

a. Seksi l'eknik l-lortikultura dan Perlindungan Tanaman ;

b. Seksi Pengembangan dan Bina Usaha llortikultura.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dipimpin
oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Hortikultura.
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Bagian Keempat

BIDANG KEⅡUTANAN

Pasal 16

Bidang Kehutanan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pertanian
dalarn melaksanakan tugas Dinas Pertanian di bidang Kehutanan

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang
Kehutanan menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan, perencanaan teknis operasional pembinaan, pengolahan dan
perijinan di bidang kehutanan serta ketatausahaan hasil hutan ;

b. Pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang penghijauan dan konservasi
tanah, rehabilitasi lahan, perlindungan hutan, pembenihan dan
pembibitan serta pemeliharaan hutan ;

c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang kehutanan,
d. Pengolahan ketaatausahaan ;

e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;
t. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal l8

(l ) Bidang Kehutanan terdiri dari :

a. Scksi Konscrvasi 'l'anah, Itchabilitasi Lahan, dan Perlindungall
Ilutan ;

t . Seksi Pengembangan dan Bina Usaha Kehutanan.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin
oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Kehutanan.

Bagian Kelima

BIDANG PERKEbUNAN

Pasal 19

うidan3 PCrkcbullan mcmpunyai tugas mcmbantu Kcpala p●as dalam
melaksanakan tugas Dinas Pertanian di bidang PcttCbllnan.

Pasa1 20                        
電

Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam Pasa1 19,Bidang
Pcrkebunan menyclenggarakan hngsi:

a. Perumusan kebiiakan tCkniS bidang pcrkebunan i

b. Pembinaan tcrhadap pcmanfaatan,, pcnyebarluasan dan pcrlindungan
tallaman perkcbunan:

7
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c. Penghitungan kebutuhan penduduk Kabupaten dan perhitungan produksi
lanarnan porkebunan ;

d. Pembirnbingan penerapan standart teknis pengadaan, pengelolaan dan
distribusi produksi tanaman perkebunan;

e. Pemantauan pelaksanaan dan prinsip penelitian dan pengembangan
pemanfaatan metode rekayasa teknologi tanaman perkebunan ;

l. l)enganalisis dan penanggulangan residu bahan kimia pada komoditi
hasil produksi pcrtanian tanaman porkebunan ;

g Pelaksanaan Penyuluhan, bimbingan teknis dan gerakan peng-
anekaragaman produksi olahan pangan berbasis sumber daya dan
budaya lokal ,

h. Perumusan perencanaan teknis operasional, pengelolaan, pembinaan dan
perijinan bidang perkebunan ;

i. Pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha
tani;

j Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;

k. Pelaporan hasil pelaksanaantugas ;

l. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 21

(1) Bidang Perkebunan terdiri dari .

a. Seksi feknis Produksi dan Perlindungan Tanaman ;
b. Seksi Pengembangan dan Bina Usaha Perkebunan.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin
oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Perkebunan.

Bagian Keenam

KIt LOM POK .IA IIA'I'AN I.'I]NGSTONAL

Pasal 22

(l) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas teknis Dinas Pertanian sesuai bidang keahlian dan kebutuhan ;

(2) Kelompok Jabatan lrungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang
jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai sub kelompok sesuai
dengan keahliannya ;

(3) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional
senior dan dalarn melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas ;

(4) Jumlah Jabatan ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;

(5) Jenis Jabatan Fungsional diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku.
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Bagian Ketujuh

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 23

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana yang
menyelenggarakan sebagian urusan Dinas Pertanian dalam suatu tugds
teknis operasional tertentu ,

(2) LJnit Pelaksana'l'eknis Dinas ctipimpin oleh seorang Kepala yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;

(3) Unit Pelaksana'Ieknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V

TATA KBRJA

Pasal 24

(l) Semua satuan Organisasi di lingkungan Dinas Pertanian dalam
melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi,
simplifikasi, dan sinkronisasi ;

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Pertanian bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;

(3) Kcpala llagian '[ala tjsaha, Kopala Bidang, Kepala Bagian clan Kepala
Scksi lrcrkcwuiibarr tncluksunukurr prinsip-prinsip kctcrprduun dun
grcruanlhatan lrulaksarraan prograrn, lraik dalam lingkup Dinas maupun
dengan lnstansi lain sesuai dengan bidang tugas masing-masing setelah
mendapatkan petunjuk dari Kepala Dinas ,

(,1)Kclrala llugiarr'l'llu IJslha, Kcpala l]idang, Kopala l]agian dan Kepala
Soksi rnasing-rnasing lrortanggung jawab rnemberikan bimbingan dan
pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan pelaksanaan tugasnya
menurut j enjang j abatan masi ng-masing.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEPIBERⅡ ENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 25

( I ) Kepala Dinas Pertanian, Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala
Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris
Daerah ,

(2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh
Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Bupati ;

(3) Kelompok Jabatan Fungsional 'diangkat dan diberhentikan sesuai
dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⌒
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Pasal 26

( l) Jabatan Struktural dan lrungsional tidak boleh dirangkap ;

(2) Apabila Pejabat Slruktural di lingkungan Dinas Pertanian berhalangan
dalanr rncnjalankan tugasnya, maka Atasan [,ansung Pejabat dimaksud,
dapat ntenulrjuk salah satu pejabat struktural untuk mewakilinya.

BAB VH
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENllTUP

Pasal 27

ljraian tugas masing-masing Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Dinas
Pertanian akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati dengan berpedoman
kepada ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
l)craluran Daerah ini dengan menempalkan dalam l,embaran Daerah
Kallupaterr Si tutxrndo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 28 .lanuari 2004

[)iundarrgkan di Situbondo
panda tanggal 3 I'}ebruari 200.1

DAERAII KA IPATEN
llBOND0

Itanra Muda
NH)510051844

l llMl〕 ARAN l)A[:RAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2004,SERI D,NOMOR 5
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Dillmumkan di Situbondo

panda tanggal

An.SEQTARIS DAERAH KABLIPATEN

〃、   BERITA DttRAH KABLIPATEN SITUBONDO TAI‐ m2004,SERI D,NOMOR5

CTITIS/LEMBAGA2003/PERDA PERTANIAN
⌒

SITUBONDO



LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SITUBONDO
TANGGAL i 28JANUAR12004
NOMOR  : 6 TAHUN 2004

SttRUKttUR ORGANiSAsi

DINAS PERTANIAN

KEPALA DINAS

BACIAN

TATA USAHA
KEl´ .JAB.FUNCS10NA L

SIJB BACIAN

UMUM

SUB BACIAN

PERENCANAAN

BIDANG

lANAMANI)AN(:AN

BIDANG

l:OR′ |｀ :Klり l.′ |｀ 1りRA

BIDANG

Kli‖UTANAN

BIDANG

PERKEBtり NAN

SEKSI
TEKNIK TANAMAN

⌒
P:含】熾船NN
TANAMAN

SEKSI

TEKNIK
l10LTIKULTURA DAN
PERLlNDUNGAN
TANAMAN

SEKSI

KONSERVASITANAH,
REHABILITASI LAHAN
DAN PERLINDUNGAN
HUTAN

SEKSI

TEKNIS PRODUKSi
DAN PERLNDUNGAN
TANAMAN

SEKSI

PENGEMBANGAN DAN
BINA USAHA
TANAヽ4AN PANGAN

SEKSi

PENGEMBANGAN DAN
BINA USAHA
HORTlKULTURA

SEKSI

PENGEMBANGAN DAN
BINA USAHA
KEHUTANAN

SEKSI

PENGEMBANGAN DAN
BINA USAHA
PERKEBUNAN

UPTD

SITUBONDO,

.   .: |111■ | ・| .111.`:、 :(11,、「 Ⅲl■ ,と ,|,“ .fり 11■ 1=1



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBOND0
NOMOR 6 TAHUN 2004

TENTANG

SUSUNAN ORCANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTANIAN KABIJPATEN SITUBONDO

PENJELASAN UMUM

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang pedoman
Organisasi Perangkat Daerah, maka status kelembagaan Dinas Pertanian kabupaten
Situbondo sebagimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9
Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerfa Dinas Pertanian Kabupaten
Situbondo, Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Seri C, tanggal 12 pebruari ZOO1,
Nomor 9/C perlu ditinjau kembali.

Ho PENJELASAN PASAL DEⅣII PASAL

Pasal I

⌒

⌒

Pasal 2 sampai dengan Pasal 21

Pasal 22 ayat (l)

Pasal 22 ayat (2) sampai dengan
l'ir.sirl ltl

: Pasal ini memuat pengertian istilah yang
dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.
Pengertian tersebut dimaksudkan untuk mencegah
tirntlulnya salah tafbir dalanr rnemahami clan
me laksanakan pasal-pasal yang tercantum clalam
Peraturan Daerah ini.

: Cukup jelas.

. Yang dimaksud Pejabat Fungsional adalah kedudukan
yang menunjukan fugas, tanggung jawab, wewenang
dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu
satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya
didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan
tertentu serta bersifat mandiri.

: Culi11ly jclx5.
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